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ABSTRAK 
 

Dengan kontrak konvensional yang selama ini diterapkan pada proyek jalan di Kabupaten Sumbawa Barat, 

menimbulkan fenomena-fenomena yang sangat beresiko terhadap tingkat kinerja pelayanan jalan kabupaten di 
Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga, penelitian terkait Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) ini diangkat sebagai 

salah satu solusi inovatif dalam perikatan proyek konstruksi jalan raya untuk menghasilkan output dan outcome 
proyek yang lebih baik dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategis kelayakan Kontrak 
Berbasis Kinerja sebagai perikatan dalam proyek jalan raya di Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan 

metode analisis kebijakan strategis SWOT. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari 

hasil kuisioner terhadap pelaku dan praktisi kontrak proyek jalan raya di Kabupaten Sumbawa Barat . Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 dan literatur yang terkait. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
konsep KBK sudah layak untuk diterapkan di proyek jalan di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini tentunya bisa 

dicapai dengan meminimalisir kekurangannya, seperti : minimnya kapasitas personel penyedia jasa; minimnya 
kapasitas ASN pelaku pengadaan barang dan jasa, belum adanya aturan yang menjadi dasar hukum 

pekerjaan KBK. Kriteria – kriteria inilah yang diperlukan agar KBK dapat diterapkan sebagai perikatan proyek 
jalan raya yang inovatif. 

Kata Kunci : Kontrak Berbasis Kinerja, kelayakan, jalan raya, KSB, inovatif 

 

ABSTRACT 

With conventional contracts that have been applied to road projects in West Sumbawa Regency, there have 

been phenomena that are very risky for the level of performance of district road services in West Sumbawa 

Regency. Thus, research related to Performance Based Contracts (PBC) was proposed as one of the 

innovative solutions in road construction project engagements to produce better quality of project outputs and 

outcomes. This study aims to analyze the strategic feasibility of Performance-Based Contracts in a highway 

project in West Sumbawa Regency using the SWOT strategic policy analysis method. 

The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data was obtained from the 

results of a questionnaire that collected from actors and practitioners in West Sumbawa Regency. Meanwhile, 

secondary data was depicted from budget execution documents in the high-level sector of the Office of Public 
Works and Spatial Planning (DPUPR) of West Sumbawa Regency in 2022 and related literature. 

The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study show that the PBC 
concept is feasible to be applied in road projects in West Sumbawa Regency. Notably, this can be achieved 
by minimizing the shortcomings, such as: the lack of capacity of service provider personnel; the minimal 
capacity of ASN actors procuring goods and services, there are no rules that form the legal basis for the work 

of PBC. These criteria are necessary for KBK to be applied as an innovative highway project engagement. 
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A. PENDAHULUAN 

Untuk meningkatkan kualitas 
infrastruktur jalan, beberapa negara telah 
melakukan inovasi dan reformasi di bidang 
pengelolaan jalan mulai dari perencanaan, 
pembangunan, pemanfaatan hingga 
pemeliharaan. Salah satu bentuk reformasi 
dalam pengelolaan jalan adalah dengan 
menerapkan kontrak berbasis kinerja 
terhadap penyedia barang/jasa yang akan 
melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. 

Kontrak berbasis kinerja untuk 
pengelolaan jalan pertama kali diterapkan di 
British Columbia (Kanada) pada tahun 1988, 
dan mulai berkembangpada akhir tahun 1990. 
Namun demikian, penerapan kontrak 
berbasis kinerja masih berorientasi pada 
prosedur kerja dan material, sehingga masih 
membatasi kontraktor untuk melakukan 
inovasi teknologi. Melalui proses penelitian 
dan pengembangan, kontrak berbasis kinerja 
kini menjadi prioritas di negara maju sebagai 
alternatif pengadaan penyedia jasa dalam 
pengelolaan jalan. 

Kontrak berbasis kinerja sudah 
seharusnya mendapatkan perhatian 
pemerintah. Kontrak tradisional yang selama 
ini digunakan sebagai alat untuk pengadaan 
jasa konstruksi, dinilai tidak cukup efisien 
dalam hal penggunaan sumber daya manusia, 
biaya dan waktu. Selain itu, kualitas yang 
dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan 
spesifikasi maupun umur rencana yang 
dikehendaki. Keterbatasan anggaran dan 
lemahnya pengawasan dalam penerapan 
kontrak tradisional menyebabkan kuantitas 
maupun kualitas infrastruktur tidak memenuhi 
standar yang ingin dicapai. Keuntungan yang 
dapat diperoleh dari kontrak berbasis kinerja 
diantaranya pengalihan risiko yang besar 
kepadakontraktor, efisiensi biaya, mendorong 
inovasi dan kerja sama, peningkatan skala 
ekonomi, mengurangi potensi korupsi, 
pendanaan yang lebih terjamin, penyelesaian 
kontrak yang lebih cepat, mengurangi 
perubahan kontrak selama pekerjaan, dan 
efisiensi dalam pengadaan jasa konstruksi. 

Penerapan kontrak berbasis kinerja di 
Indonesia masih terbatas untuk pengelolaan 
jalan dengan biaya konstruksi yang cukup 
besar. Faktor yang menjadi hambatan 
penerapan kontrak berbasis kinerja tampak 

terkait dengan lemahnya regulasi yang belum 
memberikan kepastian hukum kepada 
penyelenggara jalan. 

Penelitian penerapan kontrak berbasis 
kinerja telah banyak dilakukan di negara lain. 

 
 

B. LANDASAN TEORI 

Tujuan kajian ini adalah untuk 
mengetahui dukungan regulasi terhadap 
kriteria penerapan kontrak berbasis kinerja 
yang optimal untuk pengelolaan jalan. 
Dengan demikian, diharapkanmelalui kajian ini 
dapat memberikan rekomendasi berupa 
perbaikan kebijakan agar kontrak berbasis 
kinerja dapat diterapkan secara optimal serta 
mampu mengatasi permasalahan 
pengelolaan jalan terutama bagi daerah 
yang memiliki keterbatasan sumber daya. 

Permasalahan yang dihadapi dalam 
penerapan kontrak berbasis kinerja 
berdasarkan hasil penelitian dapat berasal 
dari budaya kerja, kemam- puan sumber 
daya manusia dan regulasi. Penelitian terkait 
kriteria yang diperlukan agar penerapan 
kontrak berbasis kinerja berjalan optimal dan 
regulasi pendukungnya di Indonesia belum 
pernah dilakukan. 

 
 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam kategori 
penelitian kualitatif. Metode penelitian 
kualitatif adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah, di mana peneliti adalah 
sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara 
gabungan, analisis data bersifat induktif, dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi (Moleong, 
2014;05). 

Selain analisis strategis KBK pada 
proyek jalan di Kabupaten Sumbawa Barat, 
dilakukan kajian untuk mengindentifikasi 
kriteria yang diperlukan agar penerapannya 
berjalan secara optimal. Secara garis besar, 
metode untuk menjawab tujuan penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian 

Dalam hal ini, sangat penting bagi 

peneliti yang menggunakan metode kualitatif 
untuk memastikan kualitas dari proses 
penelitian, sebab peneliti tersebut akan 
menginterpretasi data yang telah 
dikumpulkannya. Penelitian ini untuk 
menganalisis kelayakan penerapan kontrak 
berbasis kinerja (KBK) pada proyek jalan di 
Kabupaten Sumbawa Barat. 

Metode pengolahan data yang 
digunakan adalah mengkaji dokumen kontrak 
konvensional dan membandingkan dengan 
kontrak berbasis kinerja (KBK) yang ada 
pada literatur yang hasilnya akan ditampilkan 
dalam bentuk tabulasi. Analisis SWOT 
digunakan untuk menganalisis kuisioner. 
Skala pengukuran yang digunakan adalah 
skala likert untuk mengukur sikap dan 
pendapat seseorang tentang kejadian. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebijakan Terkait Penerapan Kontrak 
Berbasis Kinerja 

Penerapan kontrak berbasis kinerja 
secara teknis diatur didalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2013 dan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
19/PRT/M/2014. Di dalam regulasi tersebut 
diatur mengenai proses pengadaan jasa 
konstruksi, standar pedoman yang digunakan 
dan subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi 
terintegrasi. Mengacu kepada aturan jenjang, 
substansi regulasi teknis tidak boleh 
bertentangan dengan jenjang yang lebih 
tinggi. 

Jenis kontrak yang digunakan untuk 
peng- adaan barang/jasa yang dibiayai dari 

Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara 
(APBN) atau Anggaran Pemerintah dan 
Belanja Daerah (APBD) terbagi ke dalam 
empat kelompok, yaitu: 

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran; 

2. Kontrak berdasarkan pembebanan 
tahunanggaran; 

3. Kontrak berdasarkan sumber 
pendanaan; dan 

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. 

Kontrak berbasis kinerja termasuk ke 
dalam kontrak pekerjaan terintegrasi yang 
merupakan bagian dari jenis kontrak 
berdasarkan kepada jenis pekerjaan. 
Kontrak pekerjaan terintegrasi didefinisikan 
sebagai kontrak pengadaan pekerjaan 
konstruksi yang menggabungkan kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan/atau 
pengawasan dan terbatas untuk pekerjaan 
yang bersifat komplek. Pekerjaan 
kompleks menurut Undang-Undang Jasa 
Konstruksi No. 18tahun 1999, yaitu pekerjaan 
yang memerlukan teknologi tinggi dan 
berisiko besar. Definisi teknologi tinggi, yaitu 
pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya 
memerlukan banyak peralatan be- rat, tenaga 
ahli dan tenaga terampil. Sedangkan definisi 
berisiko tinggi yaitu pekerjaan konstruksi yang 
pelaksanaannya sangat membahayakan 
keselamatan umum, harta benda, jiwa 
manusia, dan lingkungan. 

Pendekatan yang digunakan untuk 
meng- gunakan kombinasi jenis kontrak 
tersebut berdasarkan pertimbangan faktor 
efisiensi, risiko, dan ketersediaan sumber 
daya manusia. Faktor risiko selain untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dari 
penerapan kontrak pada saat pemeriksaan 
oleh auditor, juga merupakan bagian dari 
kebijakan politis untuk mengakomodasi 
kepentingan atau janji kepada publik pada 
saat pemilihan umum. 

Kontrak yang umum digunakan di 
Indonesia merupakan kontrak terpisah antara 
perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan, 
atau sering dise- but istilah Kontrak 
Tradisional atau Kontrak Design-Bid-Build 
(DBB). Pemilihan tipe kontrak tergantung dari 
waktu, sumber daya, biaya, tanggung jawab 
perencanaan dan pembagian risiko 
pekerjaan. Tipe-tipe kontrak yang umum 
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digunakan berdasarkan O’reilly dalam 
laporan Departemen Pekerjaan Umum, 
dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu: 

• Kontrak Tradisional: memisahkan 
perenca- naan, konstruksi dan 
pengawasan. 

• Kontrak Terintegrasi: perencanaan, kons-
truksi, dan pengawasan digabung. 

• Kontrak Lifecycle: perencanaan, 
konstruksidan operasional digabung. 

 
2. Analisis SWOT 

Tabel 1. Matrik Analisis SWOT 
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Gambar 2. Grafik Kuadran SWOT 
Kontrak Konvensional 

 

Sedangkan gambar diagram Cartesius 

kuadran analisis SWOT untuk kontrak 

berbasis kinerja, dapat dilihat pada gambar 3, 

sebagai berikut: 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Berdasarkan skor analisis SWOT 
apakah ada opportunity (nilai positif) atau 
threat (negatif), dan apakah faktor strength 
mengungguli (+) weakness (-) maka didapat 
4 kwadran rekomendasi. Pada kuadran I 
strategi yang sesuai adalah strategi agresif, 
kuadran II strategi diversifikasi, kuadran III 
strategi turnaround dan kuadran IV strategi 
defensif. Adapun gambar diagram Cartesius 
kuadran analisis SWOT untuk kontrak 
konvensional, dapat dilihat pada gambar 2, 
sebagai berikut: 
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Gambar 3. Grafik Kuadran SWOT 
Kontrak Berbasis Kinerja 

 
Gambar 3 kuadran diatas terlihat 

bahwa nilai sumbu (X) negatif dan (Y) positif, 
maka strategi berada pada kuadran III 
(negatif, positif). Posisi ini menandakan 
sebuah konsep kontrak konstruksi yang 
mempunyai peluang yang sangat besar, 
tetapi dilain pihak masih memiliki kelemahan- 
kelemahan internal. Rekomendasi strategi 
yang diberikan adalah Ubah Strategi (Turn 

Around), artinya meminimalkan kelemahan- 
kelemahan internal kontrak berbasis kinerja 

Kuadran III 

(Strategi Turn Around ) 

0,2 Kuadran I 

(Strategi Agresif) 

0,1  
(0,11;0,08) 

Kelemahan Kekuatan 

-0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,3 

-0,1 

(Strategi Defensif ) (Strategi Diversifikasi) 

-0,2 

Kuadran IV Kuadran II 

Kuadran III 
 

(Strategi Turn Around ) 

0,2 Kuadran I 
 

(Strategi Agresif) 

(- 0,144 ; 0,079) 
0,1 

Kelemahan Kekuatan 

-0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,3 

-0,1 

(Strategi Defensif ) (Strategi Diversifikasi) 

-0,2 

Kuadran IV Kuadran II 
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FAKTOR STRATEGIS 
 

BOBOT 
 

RATING 
SCORE 
(B x R)  

 

KET. 

1 Metodologi (metode dan alat) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ; 

2 Penggunakan tenaga kerja ahli dan terampil ; 

3 Target yang harus dicapai penyedia jasa ; 

4 Pengelolaan/ manajeman keuangan dan aset ; 

5 Mutu material ; 

6 Pengelolaan/ manajeman ; 

7 Sasaran/output kontrak proyek jalan; 

8 Tolok ukur prestasi kerja dan pembayaran ; 

9 Dokumen kontrak pada proyek jalan ; 

10 Kualifikasi personel ; 

11 Metode pengawasan pekerjaan ; 

12 Sistim pengendalian mutu pekerjaan ; 

13 Sangsi ; 

14 Denda ; 

15 Masa layanan pemeliharaan ; 

16 Prosesi pekerjaan ; 

17 Jaminan ; 
18 Ketersediaan data kondisi jalan, drainase, talud, perlengkapan serta marka jalan ; 

0,07 2 0,14  

0,07 2 0,14  

0,07 3 0,21  

0,05 3 0,14  

0,05 3 0,14  

0,02 3 0,07  

0,07 3 0,21  

0,07 3 0,21  

0,07 2 0,14  

0,05 3 0,14  

0,07 2 0,14  

0,07 2 0,14  

0,02 3 0,07  

0,05 3 0,14 
 

0,07 2 0,14  

0,07 2 0,14  

0,05 3 0,14  

0,02 3 0,07  

 1,00  2,51  

1 Terkait sistem pembayaran pekerjaan jalan ; 

2 Reduksi pembayaran dilakukan jika ; 

4 Pembiayaan Proyek ; 

5 Dasar pembayaran termin ; 

6 Pengalaman kerja konstruksi ; 

7 Personel ; 

0,20 2 0,40  

0,07 3 0,20  

0,20 3 0,60 
 

0,13 3 0,40 
 

0,20 3 0,60  

0,20 3 0,60  

SUB TOTAL 1,00  2,80 X=(S-W)/2 

 

FAKTOR 
 

BOBOT 
 

RATING 
 

SCORE 
 

KET 

III PELUANG (O) 

1 Insentif dan Disinsentif ; 

2 Struktur organisasi proyek ; 

3 Kompetensi personel ; 

4 Pengawasan terhadap pekerjaan ; 

5 Resiko-resiko selama masa kontrak ; 

6 Terkait inovasi dalam mencapai indikator kinerja ; 

7 Metode Pemilihan Penyedia ; 

8 Kompetensi Panitia Tender untuk proyek jalan ; 

9 Lingkup jaringan jalan yang masuk dalam kontrak; 

0,05 3 0,16  
 0,11 3 0,32 

 
 0,16 4 0,63 

 
 0,05 3 0,16 

 
 0,05 3 0,16 

 
 0,11 3 0,32 

 
 0,16 3 0,47 

 
 0,16 3 0,47 

 
 0,16 3 0,47 

 
 

    

SUB TOTAL 1,00  3,16  

IV ANCAMAN (T) 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Ketersediaan data kondisi material, lingkungan, lalu lintas, data IRRI ; 

Ketersediaan data produk perencanaan; 

Masa kontrak untuk proyek jalan ; 

Adanya payung hukum yang melandasi kontrak proyek jalan ; 

Standarisasi dokumen pengadaan ; 
Kepastian anggaran untuk pekerjaan; 

0,12 3 0,35  
 

0,12 3 0,35  
 

0,06 3 0,18  
 

0,18 3 0,53  
 

0,18 3 0,53  
 

0,18 3 0,53  

7 Resiko Prakonstruksi : 0,18 3 0,53  
 

    

SUB TOTAL 1,00  3,00 Y=(O-T)/2 
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(KBK) sehingga dapat merebut peluang 
penerapan yang lebih baik. Sebab, konsep 
kontrak konvensional dikhawatirkan sulit 
untuk dapat menghasilkan output proyek 
jalan yang memenuhi syarat layanan kinerja 
jalan. 

Tabel 2. Penentuan Skala Prioritas 
Strategi 

 

Kuadran 
 

Posisi Titik 
Luas 

Matrik 
 

Rangking 
 

Prioritas Strategi 

I (SO) (2,51;3,16) 7,93 III Growth 

II (ST) (2,51;3,00) 7,53 IV Kombinasi 

III (WO) (2,80;3,16) 8,85 I Stabilitas 

IV (WT) (2,80;3,00) 8,40 II Penciutan 

 
Penjelasan prioritas strategi sesui 

urutan rangking adalah sebagaimana tertera 
dalam table 4.9 sebagai berikut : 

 
Tabel 3 Penjelasan Prioritas strategi 

 

 

kompeten yang tentunya akan 
menghasilkan output yang berkualitas; 

4. Meningkatkan kualitas/kinerja layanan 
jalan dengan lingkup kerja yang 
diperluas dalam satu koridor jalan; 

5. Menyiapkan aturan/juknis terkait kontrak 
terintegrasi berbasis kinerja; 

6. Audiensi dengan Bappedalitbang dan 
DPRD selaku pemegang kebijakan 
terkait anggaran; 

 
4. Rencana Aksi 

1. Mengikutsertakan personel dalam 
pelatihan – pelatihan dan bimbingan 
teknis terkait pelaksanaan kontrak 
terintegrasi berbasis kinerja; 

2. Mengadakan pelatihan – pelatihan dan 
bimbingan teknis terkait kontrak 
berbasis kinerja bagi ASN 
kebinamargaan dan anggota kelompok 
pemilihan pengadaan barang dan jasa 
konstruksi; 

3. Menerapkan metode pemilihan 
penyedia yang memasukkan parameter 
teknis dan keuangan dalam proses 
evaluasi, agar menghasilkan penyedia 
yang kompeten yang tentunya akan 
menghasilkan output yang berkualitas; 

4. Menerapkan penanganan/ proyek jalan 
dengan lingkup kerja yang diperluas 
dalam satu koridor jalan; 

Selanjutnya, dengan menggunakan matrik 
analisis kelayakan SWOT, diperoleh 
kebijakan-kebijakan strategis yang bisa 
diambil untuk penerapan kontrak berbasis 
kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten 
Sumbawa Barat. 

3. Kebijakan Strategi 

1. Meningkatkan kapasitas personel 
penyedia jasa agar hasil kerja maksimal 
dalam jangka waktu pelaksanaan 
proyek; 

2. Meningkatkan kapasitas personel 
pengguna jasa agar produk kontrak 
yang dihasilkan dapat mereferensikan 
tugas dan tanggung jawab masing- 
masing pihak; 

3. Metode pemilihan penyedia hendaknya 
selektif secara teknis dan keuangan, 
agar menghasilkan penyedia yang 

5. Menyiapkan aturan – aturan yang akan 
menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan 
kontrak terintegrasi berbasis kinerja, 
dengan skema peraturan daerah/ 
peraturan bupati sebagai petunjuk teknis 
pelaksanaan/ penerapannya. 

6. Mengadakan seminar-seminar dan 
Fokus Grup Discussion (FGD) terkait 
keunggulan dan peluang penerapan 
kontrak terintegrasi berbasis kinerja 

dengan melibatkan seluruh stake holder 
terkait kebijakan penganggaran. 

 
5. Kriteria Penerapan Kontrak Berbasis 

Kinerja yang Optimal 

Kontrak berbasis kinerja secara 
signifikan berbeda dengan kontrak 
tradisional dalam hal hasil akhir yang ingin 
dicapai. Kontrak berbasis kinerja merupakan 
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jenis kontrak yang menekankan kepada 
kinerja yang diinginkan daripada pemenuhan 
jumlah material tertentu atau metode yang 
ditetapkan. 

Dalam kontrak kontrak berbasis 
kinerja, kontraktor diberikan keleluasaan 
untuk meng- gunakan pendekatan inovatif 
guna mengelola aset. Dengan demikian 
kontraktor harus memiliki suatu jaminan 
berupa suatu teknologi atau metode inovatif 
yang dapat diberikan untuk memastikan 
tercapainya kinerja yang diharapkan. Kinerja 
yang dihasilkan oleh kontraktor dapat diukur 
dengan menerapkan sebuah sistem yang 
mampu mengukur kinerja secara sistematis 
yang terdiri dari kriteria kinerja, target kinerja 
dan protokol untuk melaksanakan 
pengukuran yang diperlukan guna 
mengindentifikasi sejauh mana kontraktor 
memenuhi kriteria dan tujuan yang ingin 
dicapai. Kegagalan dalam memenuhi 
kinerja yang ditetapkan menurut dapat 
berdampak kepada pinalti, berupa 
pengurangan pembayaran. 

Durasi kontrak di Indonesia masih 
dibatasimaksimal lima tahun terutama untuk 
pemerintah daerah. Durasi ini tidak 
memenuhi kriteria yang diperlukan 
sebagaimana diutarakan oleh Rahadian, 
Pakkala, dan Oliver. Pendeknya durasi 
kontrak merupakan kebijakan untuk 
memastikan ketersediaan dana dan 
penyesuaian terhadap perubahan kebijakan 
politik. 

Perbedaan lain antara kontrak 
berbasis kinerja dengan kontrak tradisional 
adalah adanya pengalihan risiko kepada 
pihak kontraktor yang selama ini merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Pemerintah 
selama ini harus menanggung dampak yang 
terjadi terhadap penyelenggaraan kontruksi 
jalan mulai dari sosialisasi, pengelolaan lalu 
lintas, hingga dampak yang terjadi setelah 
proses kontruksi selesai. Umumnya 
tanggung jawab kontraktor berhenti setelah 
proses kontruksi selesai atau setelah 
berakhirnya masa pemeli- haraan. Masa 
pemeliharaan untuk pekerjaan kontruksi 
untuk kontrak tradisional sangat pendek 
minimal selama enam bulan. Dengan 
menerapkan kontrak berbasis kinerja masa 
pemeliharaan akan diperpanjang sesuai 

dengan periode kontrak yang telah 
ditetapkan. Pelaksanaan kontrak jangka 
panjang, mulai dari perencanaan hingga 
pemeli- haraan, menuntut kontraktor untuk 
memperbaiki metode kerja guna mengurangi 
risiko pembiayaanyang bertambah. 

Pengalihan risiko kepada kontraktor 
meru- pakan bentuk kepastian jaminan bahwa 
kontraktor akan melaksanakan pekerjaan 
sesuai standar kinerja yang diharapkan, 
dengan imbalan atau pembayaran secara 

lump sum sesuai kesepakatan dalam 
kontrak. Risiko yang terkait dengan kinerja 
jaringan dan biaya pemeliharaan dialihkan 
kepada kontraktor, terkecuali untuk risiko 
politik dan pendanaan yang berada di luar 
kendali kon- traktor. Untuk mengurangi beban 
risiko yang ditanggung kontraktor yang 
disebabkan oleh kejadian tidak terduga, 
kontraktor dapat meng- gunakan asuransi 
atau membaginya dengan pihak pemberi 
pekerjaan sesuai kesepakatan. 

Berdasarkan kajian literatur diatas 
dapat diketahui kriteria yang harus dipenuhi 
dalam penerapan kontrak berbasis kinerja. 
Kriteria tersebut di antaranya output yang 
berbasis kinerja, kriteria atau spesifikasi 
berbasis kinerja, kontrak tahun jamak, 
jaminan dalam jangka panjang, pengalihan 
risiko, dan insentif dan disinsentif. 

Kriteria – kriteria yang harus dipenuhi 
agar dapat mendukung penerapan KBK 
adalah diantaranya : 

1. Kapasitas personel penyedia jasa yang 
mendukung pelaksanaan KBK; 

2. Kapasitas ASN kebinamargaan dan 
anggota kelompok pemilihan pengadaan 
barang dan jasa konstruksi dalam 
penerapan KBK; 

3. Dukungan dari DPRD, Bappedalitbang, 
dan penentu kebijakan anggaran lainnya; 

4. Aturan Perundang-undangan, yang 
menjadi dasar hukum pelaksanaan KBK. 

 
Regulasi yang ada lebih ke arah 

penerapan kontrak konvensional, dimana 
penerapan kontrak berbasis kinerja dibatasi 
untuk lingkup pekerjaan yang bersifat 
komplek. Ada banyak kekhawatiran dalam 
penerapan kontrak berbasis kinerja. 
Diantaranya biaya siklus hidup yang 
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meningkat, pengurangan jumlah penyedia 
jasa, kegagalan dalam kompetisi, dan 
kejadian bencana alam atau peristiwa di luar 
kendali penyedia jasa. 

Pertimbangan di atas menyebabkan 
kontrak berbasis kinerja belum menjadi 
alternatif kontrak untuk penyediaan barang 
atau jasa yang lebih efisien, efektif, dan 
memiliki banyak manfaat dibandingkan 
kontrak konvensional. Dampak yang 
ditimbulkan dari kebijakan tersebut di 
antaranya menyebabkan 
ketidakmampuan penyedia jasa untuk 
berkompetisi secara global, peningkatan 
yang lambat dari aspek kinerja dan kualitas, 
dan ketidakefisienan dalam pengaloka- sian 
sumber daya. 

Penerapan kontrak berbasis kinerja 
dengan mengacu kepada regulasi yang ada 
akan menyebabkan munculnya 
permasalahan. Hal tersebut dapat 
menghambat penyelenggara jalan dalam 
menca- pai output yang optimal. 
Permasalahan tersebut diantaranya dari sisi 
aspek pembatasan lingkup pekerjaan, 
pembatasan waktu kontrak, orien- tasi 
keluaran, spesifikasi yang berbasis keluaran, 
jaminan yang pendek, belum jelasnya 
pembagian risiko dan pengawasan, dan 
belum adanya aturan mengenai pemberian 
insentif dan disentif. 

Adanya permasalahan tersebut 

menunjukanbahwa regulasi yang ada belum 
mendukung penerapan kontrak berbasis 
kinerja secara optimal. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, direkomendasikan 
kepada DPUPR, Bappedalitbang, dan 
UKPBJ Setda Kabupaten Sumbawa Barat, 
yaitu : 

Pengimplementasian konsep dan 
inovasi terkait kontrak konstruksi jalan yang 
berorientasi pada kualitas output dan 
outcome suatu proyek konstruksi jalan, 
Membuka seluas – luasnya ruang bagi 
perkembangan inovasi dan teknologi 
konstruksi jalan dengan penerapan konsep 
kontrak ini, 

Kepada pemerintah pusat cq. 
Direktorat Jenderal Bina Marga 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat agar segera 

menerbitkan aturan dan Petunjuk Teknis 
pelaksanaan kontrak terintegrasi berbasis 
kinerja khususnya untuk proyek jalan, agar 
tercapai output proyek yang berkualitas dan 
memuaskan pengguna jalan/ masyarakat. 

 
 

E. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Kontrak berbasis Kinerja (KBK) sudah 
layak untuk diterapkan pada proyek jalan 
di Kabupaten Sumbawa Barat, 
mengingat hasil Analisa SWOT 
menunjukkan strategi Turn Around 
dimana konsep KBK sangat berpeluang 
untuk diterapkan dengan tentunya 
terlebih dahulu meminimalisir 
kekurangan-kekurangannya. 

2. Kriteria – kriteria yang harus dipenuhi 
agar dapat mendukung penerapan KBK 
adalah diantaranya : 
1. Kapasitas personel penyedia jasa 

yang mendukung pelaksanaan KBK; 
2. Kapasitas ASN kebinamargaan dan 

anggota kelompok pemilihan 
pengadaan barang dan jasa 
konstruksi dalam penerapan KBK; 

3. Dukungan dari DPRD, 
Bappedalitbang, dan penentu 
kebijakan anggaran lainnya; 

4. Aturan Perundang-undangan, yang 
menjadi dasar hukum pelaksanaan 
KBK. 

 
Dari hasil penelitian ini, dapat diberikan 

saran rekomendasi kepada DPUPR, 
Bappedalitbang, dan UKPBJ Setda 
Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu : 
1. Pengimplementasian konsep dan inovasi 

terkait kontrak konstruksi jalan yang 

berorientasi pada kualitas output dan 
outcome suatu proyek konstruksi jalan, 
Membuka seluas – luasnya  ruang  bagi 
perkembangan inovasi dan  teknologi 
konstruksi jalan   dengan penerapan 
konsep kontrak ini, 

2. Kepada pemerintah pusat cq. Direktorat 
Jenderal Bina Marga Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat agar segera menerbitkan aturan 
dan Petunjuk Teknis pelaksanaan 
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kontrak terintegrasi berbasis kinerja 
khususnya untuk proyek jalan, agar 
tercapai output proyek yang berkualitas 
dan memuaskan pengguna jalan/ 
masyarakat. 
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